BAB I11
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOM OR 38/PUU-I X/2011 TENTANG PERSELISIHAN DAN

PERTENGKARAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

A. Profil Mahkamah Konstitusi
1. Sgarah Berdirinya Mahkamah Konstitus
Perubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru di lgidan
kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, gagbena di atur
dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi sebagai uierilKekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agungbddan peradilan
yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilarum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lkaghgan peradilan tata
usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah KonstituBada mulanya
memang tidak dikenal adanya Mahkamah KonstitudhkBa, keberadaan
gagasan Mahkamah Konstitusi sendiri di dunia bikatakan relatif baru.
Oleh karena itu, ketika UUD 1945 dirumuskan gagadéahkamah
Konstitusi ini  belum muncul. Perdebatan yang muncketika
dirumuskannya UUD 1945 adalah perlu tidaknya UUD 4519
mengakomodir gagasan hak uji materiil ke dalam &s&an kehakiman.
Namun, di kalangan Negara-negara demokrasi barwtatea di

lingkungan Negara-negara yang mengalami perubalen aforiatan

! Tim Penyusun,Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tal9d5,
Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahka&onstitusi RI, Cet Ke-1, 2011, him. 24.
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menjadi demokrasi pada perempatan terakhir ab&dkiele pembentukan
Mahkamah Konstitusi ini menjaadi sangat popularerOkarena itu,
setelah Indonesia memasuki era reformasi dan dextikeperti sekarang
ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadgsaluas diterima.

Di samping adanya pengadilan tata usaha Negaradidragapkan
memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tregrga Negara,
Negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasmbentukan
Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraanmentingnya
Mahkamah Konstitusicpnstitutional count ini dalam upayacheks and
balancesantara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja eljmsditkan
untuk menjamin demokrasi. Misalnya, Mahkamah inifugsi untuk
melakukan pengujian atas konstitusionalitas undamang yang
merupakan produk lembaga legislatif, dan memutugelp@an dengan
berbagai bentuk sengketa antar lembaga Negara gargerminkan
cabang-cabang kekuasaan Negara yang di pisah-pisaldeberadaan
Mahkamah Konstitusi ini di berbagai Negara demakmaakin di anggap
penting dan karena itu dapat di tambahkan menjidi gilar baru bagi
tegaknya negara hukum modérn.

Dalam prakteknya tidak ada keseragaman di negayaramedi
dunia ini mengenai kewenangan Mahkamah Konstituselainkan

disesuaikan dengan sejarah dan kebutuhan masiriggnbggara. ada

> Ni'matul Huda,Hukum Tata Negara Indonesidakarta: Raja Grafindo Persada, 2006,
him. 204.

* Jimly Asshidigie Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesidakarta: Konstitusi Press,
cet ke I, 2006, him. 159.
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konstitusi Negara yang menyatukan fungsi MahkamainsKtusi ke
dalam Mahkamah Agung, ada pula konstitusi Negarangya
memisahkannya sehingga dibentuk dua badan keku&shakiman yaitu
MA dan MK’

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (NRe€publik
Indonesia (RI) diawali dengan diadopsinya ide MEOstitutional Count
dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Iaje
Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 Sefhaga
dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), P4<a| dan Pasal 7B
Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketigg gesahkan pada 9
Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salatu s
perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modegn muncul di
abad ke-20. Setelah disahkannya perubahan ketiga UUD 1945 maka
dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetajglednkamah
Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementarbagaimana diatur
dalam Pasal Ill Aturan Peralihan UUD 1945 hasiluBahan Keempat.
DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan ghidlasang
mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui péaten mendalam,
DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UUoN@ah Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agust@s8 2{an disahkan

oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nd@Bodan Tambahan

* Inu Kencana Syafiile & AzhariSistem Politik IndonesieBandung: Refika Aditama,
Cet-ke V, 2009, him. 74.

® C.F. Strong (ed.)Konstitusi-Konstitusi Politik Modernditerjemahkan oleh, Derta Sri
Widowati dari “Modern political Konstitutions”, Balung: Nusa Media, Cet-ke 1ll, 2010, him. 14.
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Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudianapadggal 15
Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presidendx 147/M Tahun
2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yantargutkan dengan
pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusiahia Negara pada
tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Ml&ngeinya adalah
pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal XoBGer 2003 yang
menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebadah ssatu cabang
kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD £945.

Berdasarkan uraian di atas, di Indonesia, Mahka#ainstitusi
berdiri sendiri serta terpisah dari Mahkamah Agwegaraduality of
jurisdiction” Mahkamah Konstitusi berkedudukan setara dengan
Mahkamah Agung. Keduanya adalah penyelenggarandgrti dari
kekuasaan kehakiman. Namun, la hanya berkedudukbn Kota Negara
tidak seperti halnya Mahkamah Agung yang memilikbdérapa badan
peradilan di bawahnya sampai pada tingkat pertaafaupaten/kota.
Setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, mhta Bmhkamah
Agung sebagai puncak pelaksana kekuasaan kehakdinéngkungan
peradilan yang berbeda di bawahnya, juga terdapdikiymah Konstitusi
yang secara fungsional sama-sama sebagai pelakkakaasaan
kehakiman, namun tidak mempunyai hubungan struktud@ngan

Mahkamah Agung. Kedua lembaga tersebut mamilikg$uryang sama

® Diambil dari website Mahkamah Konstitusi http://wweahkamahkonstitusi.go.id/.
Pada hari senin, tanggal 15 Oktober 2012, Pukud@Wih

” Leonard W. levy (ed.)Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang dandainya
Dalam Negara Demokrasgiterjemahkan oleh Eni Purwaningsih dari “Judidtdview and the
Supreme Court”, Bandung: Nusamedia, Cet-ke |, 2008, 88.
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sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapeda dalam

yurisdiksi atau kompetensinya.

Kedudukan Dan Wewenang M ahkamah Konstitusi
a. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan konstitusi dalam Negara berubah dari ndteazaman.
Pada masa peralihan dari Negara feodal monarki @ligarki dengan
kekuasaan mutlak penguasa ke Negara nasional dasnokonstitusi
berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rdagapenguasa yang
kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fuebagai alat rakyat
dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan peng&sEgak itu
setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, kaoasstitbergeser
kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamdanakepentingan
hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasanjadi senjata
pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepbak segolongan
dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk memgon tata
kehidupan baru atas dasar landasan kepentingaanigersakyat dengan
menggunakan berbagai ideologi seperti: individuadis liberalisme,
universalisme, demokrasi dan sebagainya. Selaguikedudukan dan
fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang amelasi Negar?.

Di Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas klasio

konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar mempunyagdi yang khas,

him. 17.

® Dahlan Thalib dkkTeori dan Hukum Konstitusjakarta: Raja Grafindo Persada, 2008,
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yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikiara reghingga
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenangng. Adanya
pembatasan kekuasaan dengan cara menerapkan ppesipagian
kekuasaan secara vertikal dan horizontal akan nades kekuasaan ke
dalam kedudukan yang sederajat dan saling menggnbatan
mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekugsgandilakukan
dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa yagg tersusun
secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidakemdralisasi dan
terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangag geemungkinkan
terjadinya kesewenang-wenangan. Di Indonesia MahkaKonstitusi
berkedudukan sebagai satu lembaga negara yang ukatalkekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan géagaguna
menegakkan hukum dan keadifan.
b. Wewenang Mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kelaakselain
MA yang khusus menangani peradilan ketatanegaraam peradilan
politik. Lembaga ini berwenang menguji UU terhaddapD, memutus
sengketa antarlembaga Negara yang kewenanganny@r dia dalam
UUD, memutus sengketa hasil pemilu, dan memutusopbaran parpol.
Sedangkan kewajiban MK adalah memutus pendapat d#kuvaan
(impeachmentDPR bahwa presiden/wakil presiden telah melanfgér

hal tertentu di dalam UUD 1945 atau tidak lagi meuoie syarat sebagai

° Jimly Asshidigieop. cit,him. 156.
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presiden/wakil presiden. Sejak keluarnya UU No.Tehun 2008 yang
merupakan perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004ntpmamerintahan
daerah kewenangan MK ditambah satu lagi yakni mi&ssedan memutus
sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada)gyaebelumnya
menjadi kompetensi MA. Pengalihan wewenang penadiEngketa hasil
pilkada ini merupakan konsekuensi dari ketentuanNdU22 Tahun 2006
tentang Penyelenggara Pemilu yang menempatkardpik& dalam rezim
pemilihan umunt?

Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui ol&hwab
Perwakilan Rakyat dan presiden untuk menjadi underttang, tidak lagi
bersifat final tetapi dapat di uji materiiju@icial review dan uji formil
(prosedural) oleh Mahkamah Konstitusi atas perramtpihak tertentu.
Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 perubahan kegigtara lain
disebutkan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengazhilila tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat fimaluk menguiji
undang-undang terhadap UUD. Undang-undang tersetagih dapat
dipersoalkan oleh masyarakat yang merasa hak kagistialnya
dirugikan jika Undang-Undang itu jadi dilaksanakatau oleh segolongan
masyarakat dinilai bahwa Undang-Undang itu bertegaa dengan norma
hukum yang ada diatasnya, misalnya melanggar pasal UUD 1945.
Uji undang-undang ini dapat berupa uji material dgn formil. Uji

material apabila yang dipersoalkan adalah muataermandang-undang

' Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Jsiakarta: Rajawali
Pers, cet-ke 2, 2010, him. 273.
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yang bersangkutan, sedangkan uji formil apabilayydipersoalkan adalah
prosedur pengesahannya.

Dalam kaitan dengan kewenangnya menguji Undang-umnda
terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstiélama 2011 telah
memutus 43 perkara yang masuk untuk permohonanupangindang-

undang terhadap UUD 1945,

NO KRITERIA JUMLAH
01 Dikabulkan 9
02 Ditolak 11
03 Ditarik Pemohon 7
04 Tidak Dapat Diterima 16

Jumlah 43

3. Vis Mahkamah Konstitusi
Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan citaree hukum
dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kem@egayang
bermartabat.
4. Misi Mahkamah Konstitusi
a) Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satkdu&saan

kehakiman yang terpercaya.

" Taufiqurrohman SyahuriTafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukudakarta: Kencana
Prenada Media Group, Cet-ke I, 2011, him. 112.

' Lihat laporan kinerja Mahkamah Konstitusi tahun R@lakses pada situs Mahkamah
Konstitusi, yakni; http//:www.mahkamahkonstitusiig, Pada hari senin, tanggal 15 Oktober
2012, Pukul: 20.00 Wib
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b) Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budayadars

berkonstitusit®

5. Struktur Organisas Mahkamah Konstitusi

KETUA
WAKIL KETUA
HAKIM KONSTITUSI
| |
SEKRETARIS JENDERAL i
PANITERA
| | | | | I ‘
EIRD BIROD BIRD PUSAT PUSAT : y
PEREMCANALN KEUANGAN HUBUMGAN IR0 FENELITIAN DAN FENDIDEEAN i i
DN DN MASYARAKAT UMM PENGKAJLAN PERKARA, PANCASILA
PENGAWASEN NEFEGAWALAN DAN FENGELOLLAN TEKNOLOGI DEN PANITERAMUDA| pANITERA MUDAT
PROTOKOL INFORMAST DAN KONSTITUST
KOMUNIKAST
CATATAN
= (i Kpmandd
= Girs Kotrdres

B bid., 15 Oktober 2012



50

B. Putusan Mahkamah Konstituss Nomor: 38/PUU-1X/2011 Tentang
Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian
Mengenai isi dari putusan dalam perkdwalicial Reviewdengan Nomor:
38/PUU-1X/2011 di Mahkamah Konstitusi berisi belperdnal di bawah ini:
1. Identitas Para Pihak
Halimah Agustina binti Abdullah Kamil, pekerjaanullRumah Tangga,
dan bertempat tinggal di jalan Tanjung Nomor 23ukahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat., yang selanjulisgbut sebagai
Pemohon.*
2. Duduk Perkara
Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat
permohonan bertanggal 30 Mei 2011 yang didaftafiakepaniteraan
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juni 2011, amtan Akta
Penerimaan Berkas Permohonan Nomor: 233/PAN.MK/20d4dn
diregistrasi dengan Nomor 38/PUU-IX/2011 pada tahd@ Juni 2011
yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:
a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945) Passyat
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 teptdahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undamugsy Nomor 8
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-UndangiNaiTahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran NegaspuBlik

' Diambil dari putusatNomor: 38/PUU-IX/2011pokumen Mahkamah Konstitusi.
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaragande
Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disébut MK), serta

Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4Buiia2009

tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Rkgdabbnesia

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara dRkepu
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48208alah satu
kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menggaalila tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat furdlk menguiji

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Bahwa permohonan ini diajukan kepada Mahkamah guna
menguji penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU974l tentang
Perkawinan, sepanjang frasa “Antara Suami Istastenenerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran....” Terhadap UUD 1945.

. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesig ya
dirugikan hak konstitusionalnya, sebagaimana dijagialam Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1%®Ehubungan
dengan diberlakukannya Penjelasan Pasal 39 ayahug@)f f UU
1/1974, sepanjang frasa “Antara suami dan isttistenenerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran...”.

Pemohon adalah istri dari lelaki bernama Bambaiitgaimodjo

bin HM. Soeharto, dikawini pada tanggal 24 Oktoli®81, yang
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dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ibeliaJakarta
Selatan, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomof1@22X/1981.

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
suaminya dirasakan cukup baik, serasi, dan harmo@isiun sejak
tahun 2002 mulai timbul perselisihnan dan perterakapermula di kala
diketahui suami menjalin hubungan gelap dengan npauan lain
bernama Mayangsari.

Namun suami Pemohon tidak lagi mengasihi pemohan da
anak-anaknya. Tidak lagi member nafkah lahir dampbahkan sejak
2002 pula, ia meninggalkan tempat kediaman bershnadan Tanjung
Nomor 23, Jakarta Pusat dan memilih hidup bersamngakbsari.

Pada tanggal 21 Mei 2007, suami Pemohon memasukkan
gugatan cerai (talak) terhadap Pemohon di Pengédjima Jakarta
Pusat, dengan alasan di antara dirinya dan Pem&®mg terjadi
perselisihan dan pertengkaran”, menyebabkan ruayadpgg Pemohon
dan dirinya tidak ada harapan akan hidup rukun, lpgtru gugatan
cerai (talak) dibuat olehnya di kala sudah tinggatsama dengan
Mayangsatri.

Pemohon, selaku istri, berupaya menyelamatkan rumah
tangganya, tidak mau bercerai namun selama prasesrpian (talak)
yang berkepanjangan, badan pengadilan akhirnya tosmarai (talak)
perkawinan Bambang Trihatmodjo dengan Pemohon, atteragasan

antara Pemohon dan suaminya sering terjadi pehsaiis dan
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pertengkaran, menyebabkan rumah tangga bersantkaditia harapan
akan hidup rukun lagi, sebagaimana dimaksud dalenjeRsan Pasal
39 ayat (2) huruf f UU 1/1974.

Terdapat hubungan sebab akibeasual verband antara hak
konstitusional Pemohon, berupa hak jaminan pertigdn, kepastian
hukum, dan keadilan dengan ketentuan Penjelasaal Bfsayat (2)
huruf f UU 1/1974 yang dimohonkan pengujian dalarkara ini*

c. Pokok Permohonan

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974 yang
dimohonkan pengujian Undang-Undang, berbunfintara suami dan
istri terus menerus terjadi perselisihan dan pegiearan...” dimaksud
dipandang merugikan hak konstitusional Pemohon,agamana
dijamin konstitusi dalam: Pasal 28D ayat (1) UUD43%erbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan pauligan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan samaadiapan hukum?”,
dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berburygtiap orang berhak
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk meletpe
kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapaarpaas
keadilan”.

Dalam Burgerlijk Wetboek (= BW. Ned. India), tidak

dicantumkan hal perselisihan dan pertengkaran sisimiang terus

' Diambil dari putusatNomor: 38/PUU-IX/2011Dpokumen Mahkamah Konstitusi
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menerus sebagai alasan perceraian. Pasal 209 BuV.IihBa (1848)

menetapkan alasan-alasan perceraian:

1) Zinah.

2) Meninggalkan tempat kediaman bersama secara iikauk.

3) Dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih, sespaskawinan.

4) Pelukaan atau penganiayaan berat oleh yang saadsgy yang lain,
atau sebaliknya, yang bisa membahayakan jiwa atmgakibatkan
luka-luka yang berbahaya.

Syariat Islam juga tidak memuat hal perselisiham da
pertengkaran suami istri sebagai alasan cerakftdtacuali:

1) Istri berzina.

2) Istri nusyuz meskipun telah dinasihati berulangkali

3) Istri pemabuk, penjudi, atau melakukan kejahatangyadapat
mengganggu ketentraman dan kerukunan rumah tangga.

Setiap norma (aturan) hukum perkawinan dapat mendpai
onheelbare tweespakgperti halnyan casudalam batang tubuh Pasal
39 ayat (2) UU 1/1974 yang merumusakan “ anatagansustri itu
tidak akan dapat hidup sebagai suami isteri” teti#g@k boleh
diseratai aturan norma hukum terhadap pasal Bafaunguhnya,
seperti termaktuln casudalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2), huruf f
UU 1/1974 yang merumusakn frasa: “ Antara suami ideari terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” yetsbkan ketidak

jelasan dari norma Batang Tubuh yang dijelaskamagamana tidak
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diperkenankan dalanvide Lampiran Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perutdlzohgagan

(selanjutnya disebut dengan UU 10/2004). Penjel®sal 39 ayat
(2) huruf f UU 1/1974 tidak mengatur halersonae penyebab

perselisihan dan pertengkaran suami isteri yangstenenerus.

Kebanyakan pihak isteri dirugikan hak konstitusidnga, misalnya

dalam hal suami menjalin hubungan geldpacksreét dengan

perempuan lain, seraya meninggalkan kediaman barsiam tinggal

bersama kekasihnya.

Penjelasan Undang-Undang, lazim disebuemorie van
toelichting berada di luar kerangka Batang Tubuh, pada umunya
terdiri atas Penjelasan Umum dan Penjelasan pasali gasal.
Undang-undang (= batang tubuh), diundangkafikopdiging dalam
Lembaran Negara, sedangkan penjelasan Undang-Undangat
dalam Tambahan Lembaran Negara. Tatkala terdapaiakglasan
atau pertentangan teks Batang Tubuh dengan Pemjefaaka teks
Batang Tubuh menyampingkan penjelasan Undang-Unang

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU 1/1974ktidanya
merugikan hak konstitusional Pemohon, berkenaangatenhal
jaminan perlindungan kepastian dan keadilan tgtaga merugikan

hak konstitusional kaum istri di negeri ini, sebagsnain casu

'® Diambil dari putusatNomor: 38/PUU-IX/2011Dokumen Mahkamah Konstitusi



56

termaktub dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 daralP28H ayat

(2) UUD 1945.

PETITUM

1) Menerima dan mengabulkan permohonan untuk selueyhny

2) Menyatakan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f 11874,
sepanjang frasa “Antara suami dan istri terus menderjadi
perselisihan dan pertengkaran...” bertentangan deldgdn 1945.

3) Menyatakan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f 11874,
sepanjang frasa “Antara suami dan istri terus menderjadi
perselisihan dan pertengkaran...” tidak mempunyai uitn
hukum mengikat.

4) Memerintahkan pencabutan pengundangan Penjelassal B&
ayat (2) huruf f UU 1/1974, sepanjang frasa “Antsurami dan istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkatadalam
Tambahan Lembaran Negara dan memerintahkan pemuatan
putusan atas permohonan ini dalam Lembaran NegapauldRk
Indonesia.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-daliinyagni®hon
mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah rlibenda Bukti P-1
sampai dengan Bukti P-7 sebagai berikut:

1) Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilanmaaakarta Pusat

Nomor 249/Pdt.G/2007/PAJP.
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2) Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilang@irDKI Jakarta
Nomor 48/Pdt.G/2008/PTA.JK.

3) Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkanmfegung
Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/2009.

4) Bukti P-4 : Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan BaimViahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 67 PK/AG/2010.

5) Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nikah.

6) Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan K&#luarga.

7) Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahuii4 $entang
Perkawinan.

Selain itu, Pemohon mengajukan 5 (Lima) orang afding
menyampaikan keterangan di bawah sumpah dalanmdpegsn, yang 2
(dua) diantaranya mengemukakan hal-hal sebagaiuberi
1) Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid

Menurut ahli perlu adanya pembatasan ketat dalararasy
menjatuhkan talak bagi para suami agar tidak terf@sewenangan
terhadap perempuan (istri). Mudahnya menjatuhkatak tadapat
menyebabkan timbulnya kemaksiatan. Talak bolehkdian sepanjang
memberi kemaslahatan dan tidak menjadikan percesehdagai kontrol
agar hak para suami tersebut tidak dipergunakama@mg dan semena-
mena. Selain itu ahli juga mengungkapkan perlu yalamlaah mendalam
mengenai Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinaareda menurut

pandangan ahli dalam menjatuhkan talak, seorangnisjisga harus
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mementingkan martabat istrinya. Pembatasan yaray ketlu dilakukan
terhadap aturan menjatuhkan talak. Hal itu agakigiukang cicip dan
suka menjatuhkan talak tidak bisa melakukan legisim dengan
menggunakan pasa qua Jika pasal ini tetap diabaikan, maka akan
mengabaikan usaha suami-istri dalam memperbaikefisihar-2
2) Prof. Dr. Musdah Mulia

Menurut ahli ajaran Islam mempunyai dua aspek pgntaspek
vertical dan horizontal. Aspek vertical menjelaskawajiban manusia
kepada Tuhan yang kita sebut dengan habluminalamentara aspek
horizontal mengatur hubungan diantara sesama n@niisiah yang
disebut dengan habluminannas. Begitu pentingnngakakorizontal ini,
sehingga Al-Qur'an dan Hadits Nabi sarat dengarraajajarannya
akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, migalrejaran tentang
pentingnya suami-istri berlaku arif dan bijaksanalath kehidupan
keluarga. Suami sebagai orang yang dititipi amanhah Allah harus dapat
menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiuami tidak boleh
menceraikan istrinya secara semena-mena, apalaggade sengaja
membuat ulah untuk dapat menimbulkan rasa ketidakiayan istri,
sehingga timbul konflik dan percekcokan yang todd& habisnya. Suami
istri diharapkan dapat hidup rukun, saling mengintdan saling
melengkapi selamanya, sebagai bagian dari ibadphdeeAllah SWT.

Guna memahami hakekat perkawinan dalam islam meraimi harus

'® Diambil dari putusatNomor: 38/PUU-IX/2011Dpokumen Mahkamah Konstitusi
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mengurai dan mengkaji seluruh ayat terkait perkawindengan
menggunakan metode tematik dan holistik sekalizhs,mencari benang
merah yang menjadi inti sari dari selluruh pengasayat tersebut.
Menurut ahli ada lima prinsip dalam perkawinan, njigirinsip mitsagon
gholidza, sebuah komitmen yang sangat kuat bagmisis#i. Prinsip
kedua adalah mawaddah warahmah, ada cinta dan kasi&ing di
dalamnya. Yang katiga prinsip musawah, saling ngkapi dan
melindungi. Yang keempat prinsip muasyarah bil ofa’)pergaulan yang
sopan dan santun baik dalam relaksi seksual mauwjalam relaksi

kemanusiaan. Yang terakhir adalah prinsip monogami.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemaatadah
mengenai pengujian materiil Penjelasan Pasal 39(ay&auruf f Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sefgia disebut
UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara likpimdonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Menimbang bahwa  sebelum  mempertimbangkan  pokok
permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disbtahkamah) akan
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

a) kewenangan Mahkamah untuk mengadili permoha@namna
b) kedudukan hukumdgal standingy para Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendeipagai berikut:
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Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai
pengujian Undang-Undangn casu UU 1/1974 terhadap UUD 1945,
sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permastequo’®
Pendapat Mahkamah

Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa menga
saksama permohonan Pemohon, bukti surat ataurntullaa Pemohon
(bukti P-1 sampai dengan bukti P-8), keterangan dhfi Pemohon,
keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan RakyaPHR[) keterangan
tertulis dan kesimpulan dari Pemerintah sebagaintelad diuraikan di
atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikat&ir llaatin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaii Sstri, yang
bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tanggagjbahagia dan
kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang MalaaMtie Pasal 1
UU 1/1974].

Bahwa makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merapagerikatan
hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua prhalg semula bukan
merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena sebagai suatu
perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkamiaauslah didasarkan
atas persetujuan dari kedua belah pihadtelPasal 6 UU 1/1974].

Bahwa makna “ikatan batin” dalam perkawinan adaaltan yang

terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kashg( dalam Al Qur an
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disebutmawaddah dan rahmaldari kedua belah pihak, antara seorang
pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk pegkuat ikatan batin
maka hukum mewajibkan antara suami dan istri (gsarnyang telah
menikah) untuk saling mencintaiifle Pasal 33 UU 1/1974].

Bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentukatutangga
bahagia dan kekal” (yang dalam Al Qur an disedakinal) sebagai tujuan
dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yangatisga juga
merupakan turut sertanya masing-masing pihak dal@rkawinan untuk
membangun sendi dasar dari susunan masyarakateibgdan sejahtera
lahir dan batin. Oleh karena itu di dalamnya teaddmk dan kewajiban
hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijgnjunggi oleh masing-
masing pihak suami istri dalam rangka pencapaipratudimaksud, baik
tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuaiardaturut sertanya
membangun masyarakat yang tertib dan sejahtéce Pasal 30 UU
1/1974].

Bahwa makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang MEsha
merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonsslzagai
masyarakat yang berketuhanarrelifious). Artinya, menjalankan
perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-otm rangka
memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka mehiesgaran Tuhan
Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masgama yang

dipeluknya.



62

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebuatas,
Mahkamah berpendapat Penjelasan Pasal 39 ayatl2)1974 sepanjang
frasa, “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi pdisihan dan
pertengkaran ...”justru memberikan salah satu jalan keluar ketikatis
perkawinan tidak lagi memberikan kemanfaatan kapstkawinan sudah
tidak lagi sejalan dengan maksud perkawinan selvege disebutkan
dalam Pasal 1 UU 1/1974 serta tidak memberikandtegpadan keadilan
hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) LR45.1

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa
penjelasan dimaksud bertentangan dengan Pasal y28H2a UUD 1945,
menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak tefaat tidak benar
karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tersebut mermupdetentuan
mengenaaffirmative action,sedangkan kedudukan suami dan istri dalam
perkawinan menurut UU 1/1974 adalah seimbamde[Pasal 31 ayat (1)
UU 1/1974], sehingga tidak memerlukan perlakuan skiusemacam

affirmative action

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersébuatas,

Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidakkterberalasan

menurut hukum.

4. KONKLUSI
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Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimiiuraikan
di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:
1) Mahkamah berwenang mengadili permohargao
2) Pemohon mempunyai kedudukan hukutegdl standiny untuk
mengajukan permohonanquo
3) Dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republibnésia
Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ignéahkamah
Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Un8llomgor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomofawin 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Rdpulbldonesia
Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Rikepnfonesia
Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2@@flang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik keglanTahun
2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repulbdoniesia

Nomor 5076).

. AMAR PUTUSAN
Menyatakan menolak permohonan Pemohon

Demikian diputuskan dalam Rapat PermusyawaratanniHakeh
sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD skl Ketua
merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sdim&larjono,

Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Akil Mochtar,
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dan Muhammad Alim, masingmasing sebagai Anggotda pari Senin,
tanggal dua belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas, dan
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusuka untuk umum
padahari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua
ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. MahfuidD
selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahfadlil Sumadi,
Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Akil Mochtar,
dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggatinapingi oleh
Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dengan dilRehnierintah atau yang
mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang akdiy tanpa

dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.



